
BAB II

KAJIAN PUSTAKA
       Bab 2 berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Bagian pertama bab ini adalah landasan teori yang berisi semua teori pendukung yang digunakan penulis yang berhubungan dengan kesadaran pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak.

       Bagian kedua di bab ini adalah penelitian terdahulu yang berisi hasil-hasil penelitian mengenai topik serupa yang sudah diteliti oleh peneliti lain. Bagian ketiga adalah kerangka pemikiran mengenai penelitian dan ringkasnya akan dijelaskan dalam bentuk gambar dan diakhiri hipotesis sehubungan penelitian ini.
A. Landasan Teoritis
       Pajak adalah premi yang harus dibayar oleh masyarakat ke kas negara yang bersifat wajib dan memaksa dengan tidak mendapatkan manfaat secara langsung dan digunakan untuk pembiayaan pembangunan serta kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018). Salah satu jenis pajak yaitu pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pungutan resmi oleh pemerintah kepada masyarakat yang memiliki penghasilan atau mendapatkan penghasilan dalam tahun pajak yang nantinya oleh pemerintah akan digunakan untuk kepentingan rakyat (Komarawati & Mukhtaruddin, 2011).
       Pajak penghasilan orang pribadi dalam perpajakan dikenal dengan nama PPh pasal 21 yaitu pajak yang dikenakan atas dasar penghasilan yang berasal dari dalam negeri baik dari kegiatan ataupun jasa yang dilakukan wajib pajak orang pribadi (WPOP). Tarif–tarif yang mengatur berapa besar pajak yang dikenakan atas penghasilan tersebut diatur dalam UU No. 17 Tahun 2000 (Gosal, 2013). Penerimaan atas pajak penghasilan merupakan salah satu hal paling penting yang harus dimaksimalkan oleh DJP dalam hal pemungutan/pemotongan pajak penghasilan karena efeknya akan menambah devisa keuangan negara.
1. Pengertian Pajak

       Dalam pengertian pajak terdapat berbagai ragam mengenai definisi pajak di kalangan sarjana ahli bidang perpajakan. Adapun definisi pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 adalah: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

       Definisi pajak menurut Waluyo (2017) adalah:  Pajak adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali,yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintahan. Menurut Siti Resmi (2017) pajak adalah “peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin ”surplus”-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

2. Ciri-Ciri Pajak

Ciri-ciri pajak menurut Mardiasmo (2018) adalah sebagai berikut:

a. Iuran dari rakyat kepada Negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b. Berdasarkan Undang-Undang, pajak dipungut berdasarkan atas dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

e. Selain fungsi budgetair (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara atau anggaran negara yang diperlukan untuk menutupi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksakanakan kebijakan Negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/ regulerend).
3. Jenis-Jenis Pajak

      Jenis-Jenis Pajak menurut Siti Resmi (2017) pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan berdasarkan golongannya, lembaga pemungutnya, maupun sifatnya, adapun penjelasanya antara lain:

a. Pajak berdasarkan golongannya dapat dibagi menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

(1). Pajak Langsung, yaitu pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh)

(2). Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

b. Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

(1). Pajak Pusat, yaitu pajak yang wewenang pemengutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

(2). Pajak Daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan Dinas.
c. Menurut sifatnya, ada 2 jenis pajak yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

(1). Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.  Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

(2). Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
4.  Subjek Pajak

      Subjek Pajak, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 bahwa yang menjadi subjek pajak adalah:

a. Yang menjadi subjek pajak adalah:

(1)
Orang pribadi; Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;

(2)
Badan; dan

(3)
Bentuk usaha tetap
b. Jenis subjek pajak:

(1)
Subjek pajak dalam negeri adalah:

(a)
Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, OrangPribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau Orang Pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

(b)
Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
i)
Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

ii)
Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

iii)
Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

iv)
Dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;

(2)
Subjek pajak luar negeri:

(a)
Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

(b)
Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
(c)
Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

(d)
Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.
5. Objek Pajak

Objek Pajak, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1):

a. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

b. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

c. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;

d. Laba usaha;

e. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk;

(1). Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;

(2).
Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

(3). Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan 

(4). Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;

(5). Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

(6). Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

(7). Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; 

(8). Royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 

(9). Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

(10). Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

(11). Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

(12). Keuntungan selisih kurs mata uang asing;

(13). Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

(14). Premi asuransi;

(15). Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

(16). Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;

(17). Penghasilan dari usaha berbasis syariah;

(18). Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan

(19). Surplus Bank Indonesia.
   6.     Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak, dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan yaitu (Mardiasmo, 2018):

a. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

b. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 

c. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
7. Kesadaran Pajak

Definisi kesadaran pajak menurut Nurlis (2015) adalah elemen manusia untuk mengerti akan realita dan bagaimana reaksi atau respon dari realita tersebut. Kesadaran wajib pajak akan pajak menunjukkan bahwa mereka mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dan tidak ada dorongan. Namun kesadaran ini sering menjadi kendala karena banyak wajib pajak tidak mengetahui bukti konkrit dari pembayaran pajak yang telah mereka lakukan. Beberapa indikator untuk menjelaskan seseorang mempunyai kesadaran pajak yaitu penilaian wajib pajak tentang pajak, pemahaman wajib pajak tentang peranan pajak bagi negara, dan karakteristik wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak.

Menurut Tryana (2013) ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Dirjen Pajak dalam membangun kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak antara lain :

a. Melakukan Sosialisasi Kesadaran membayar pajak datangnya dari diri sendiri, maka untuk menumbuhkan kesadaran tersebut diperlukan sosialisasi untuk menanamkan pengetahuan dan pengertian tentang pajak yang bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri.

b. Memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban pajak dan meingkatkan mutu pelayanan Pelayanan yang diberikan harus memuaskan wajib pajak, jika tidak beres atau kurang memuaskan maka akan membuat wajib pajak enggan dalam membayar pajak. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan bagi wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan.

c. Meningkatkan Citra Good Governance Meningkatkan citra Good Governance dapat menimbulkan rasa saling percaya antara pemerintah dan wajib pajak. jika rasa saling percaya sudah terjalin maka pemenuhan pembayaran pajak bukanlah menjadi kewajiban tetapi menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan.

d. Memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan Diharapkan dapat mendorong individu untuk mempunyai pola pikir yang positif dan mampu mendorong melaksanakan kewajiban membayar pajak.

e. Law Enforcement Dengan penegakan hukum yang benar akan memberikan efek pencegahan sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap pajak

f. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pajak Banyak sekali kasus-kasus korupsi didalam perpajakan yang mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap pajak menurun. Untuk itu perlu tindakan penjelasan yang lebih lanjut kepada masyarakat yang berpikiran negatif terhadap pajak.

g. Merealisasikan program sensus perpajakan nasional Merealisasikan program sensus nasional dapat menjaring potensi pajak yang belum tergali. Dengan program ini diharapkan seluruh masyarakat mengetahui dan memahami masalah pajak dan dapat membangkitkan kesadaran dan kepedulian.
8. Sanksi Pajak
      Menurut Mardiasmo (2018) dalam bukunya Perpajakan, menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Persepsi atas sanksi perpajakan adalah interpretasi dan pandangan wajib pajak dengan adanya sanksi perpajakan. 
      Pembayaran atau penyetoran yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu (1) bulan. Dengan adanya sanksi – sanksi tersebut diharapkan adanya kesadaran dari wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
9. Sosialisasi Perpajakan
Kegiatan penyuluhan pajak memiliki peranan dan andil yang cukup peting dalam mensosialisasikan pajak ke seluruh wajib pajak. Berbagai media diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi Negara (Winerungan, 2013).  Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi dalam rangka meningkatkan jumlah penerimaan Negara.

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan menurut Herryanto dan Toly (2013) dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut :

a. Sosialisasi langsung

Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak. 

b. Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta.
10. Kepatuhan Wajib Pajak
      Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Menurut Rahayu (2013) mengungkapkan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

      Pelaksanaan pemungutan pajak memerlukan suatu sistem yang telah disetujui masyarakat melalui perwakilannya di dewan perwakilan, dengan menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan bagi fiskus maupun wajib pajak. Sistem pemungutan pajak self assesment yang berlaku di Indonesia menuntut wajib pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Ismawan, 2011). Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak, bukan fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam sistem self assesment, dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal.

      Teori kepatuhan (compliance theory) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Tahar dan Rachman (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

      Menurut Kamus umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dalam perpajakan, kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, Wajib Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Ngadiman, 2015).

      Muliari dan Setiawan (2011) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan material didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang- undang perpajakan.
      Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin meng-angsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.
B. Penelitian Terdahulu
Tabel. 2.1
Penelitian Terdahulu

	No
	Peneliti / Tahun                         
	Judul Penelitian
	Metode Penelitian
	Hasil Penelitian

	1
	Thia Dwi Utami

(2013)
	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu 
	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif  menggunakan metode survei dengan teknik pengambilan data menggunakan angket. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Kantor Pajak Palembang, Seberang Ulu. 
	Berdasarkan hasil pembahasan dan uraian pada bab 4, maka pada bab ini dapat ditarik kesimpulan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan orang pribadi, adalah sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian hipotesis pertama secara parsial membuktikan bahwa variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Seberang Ulu. Hal ini terlihat dari nilai t hitung < t tabel (1,603 < 1,98472) dan tingkat  signifikan untuk variabel tersebut (sebesar 0,112 atau diatas 0,05). 

2. Hasil pengujian hipotesis yang kedua membuktikan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Seberang Ulu Palembang secara parsial. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung > t tabel (2,143 > 1,98472) dan tingkat signifikan (sebesar 0,035 atau dibawah 0,05). 

3. Hasil pengujian hipotesis secara simultan membuktikan bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. Hal ini terlihat dari nilai f hitung > f tabel (7,020 > 3,09). Kedua variabel juga bersifat signifikan (sebesar 0,001 atau dibawah 0,05). 

4. Hasil pengujian nilai R square diperoleh sebesar 0,126 atau 12,6% yang dibulatkan menjadi 13% sedangkan sisanya 87% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor penyebab lainnya yang tidak diungkapkan dalam penelitian ini. 

	2
	Alifa Nur Rohmawati & Ni Ketut Rasmini

(2012)
	Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif  menggunakan metode survei dengan teknik pengambilan data menggunakan angket. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Kantor Pajak Pratama Denpasar Barat. 
	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan adalah:

Hasil uji hipotesis 1 menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,009 lebih kecil dari  = 0,05, maka Ho ditolak. Ini berarti, kesadaran secara parsial berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat. Kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh positif, hal tersebut dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar 2,665. 

Hasil uji hipotesis 2 menunjukkan bahwa variabel penyuluhan perpajakan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,005 lebih kecil dari  = 0,05, maka Ho ditolak. Ini berarti, penyuluhan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat. Penyuluhan perpajakan mempunyai pengaruh positif, hal trsebut dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar 2,858. 

Hasil uji hipotesis 3 menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,015 lebih kecil dari  = 0,05, maka Ho ditolak. Ini berarti, kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat. Kualitas pelayanan mempunyai pengaruh positif, hal tersebut dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar 2,480. 

Hasil uji hipotesis 4 menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,027 lebih kecil dari  = 0,05, maka Ho ditolak. Ini berarti, sanksi pajak secara parsial berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat. Sanksi pajak mempunyai pengaruh positif, hal tersebut dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar 2,239. 

	3
	Miftahudin Hafiz & Suryadi
(2018)
	Pengaruh Sosialisasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pemahaman Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening
	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi wajib pajak dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak atas kebijakan Tax Amnesty di KPP Pratama Semarang Tengah Dua. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di KPP Pratama Semarang Tengah Dua.
	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan adalah: 

Hasil hipotesis ke1 Terdapat pengaruh antara sosialisasi wajib pajak dan pemahaman wajib pajak.
Hasil hipotesis ke2 Terdapat pengaruh antara sosialisasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil hipotesis ke3 Terdapat pengaruh antara pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil hipotesis ke4 Terdapat pengaruh antara sosialisasi wajib pajak dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil hipotesis ke5 Terdapat pengaruh positif sosialisasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pemahaman wajib pajak.

	4
	Imam Suryadi & Sunarti

(2016)
	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Administrasi Dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajibannya (Studi Pph Pasal 21 Pada KPP Pratama Singsosari) 
	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif  menggunakan metode survei dengan teknik pengambilan data menggunakan angket. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Kantor Pajak Pratama Singosari.
	Hasil penelitian menunjukkan Sosialisasi Perpajakan , Sanksi Administrasi dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi secara bersamaan mempengaruhi secara signifikan dan Sanksi Administrasi merupakan variabel yang lebih dominan dibanding variabel yang lain. 

	5
	Dewi Kusuma Wardani & Erna Wati
(2018)
	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan  Sebagai Variabel Intervening
	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif  menggunakan metode survei dengan teknik pengambilan data menggunakan angket. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kebumen.
	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan adalah:
Hasil hipotesis ke1 Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan.

Hasil hipotesis ke2 Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil hipotesis ke3 Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil hipotesis ke4 Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan.


C. Kerangka Pemikiran
      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

1. Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Definisi kesadaran pajak menurut Nurlis (2015) adalah elemen manusia untuk mengerti akan realita dan bagaimana reaksi atau respon dari realita tersebut. Kesadaran wajib pajak akan pajak menunjukkan bahwa mereka mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dan tidak ada dorongan. Namun kesadaran ini sering menjadi kendala karena banyak wajib pajak tidak mengetahui bukti konkrit dari pembayaran pajak yang telah mereka lakukan. Beberapa indikator untuk menjelaskan seseorang mempunyai kesadaran pajak yaitu penilaian wajib pajak tentang pajak, pemahaman wajib pajak tentang peranan pajak bagi negara, dan karakteristik wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak.
Meningkatkan citra Good Governance dapat menimbulkan rasa saling percaya antara pemerintah dan wajib pajak. jika rasa saling percaya sudah terjalin maka pemenuhan pembayaran pajak bukanlah menjadi kewajiban tetapi menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan (Tryana, 2013). Yang artinya bahwa semakin wajib pajak memiliki kesadaran pajak yang tinggi akan mengerti fungsi dan manfaat pajak, maka wajib pajak akan sukarela membayar pajak tanpa adanya paksaan.
Kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak seperti penelitian yang dilakukan oleh: Thia Dwi Utami (2013) variabel kesadaran pajak tidak berpengaruh signifikan tehadap kepatuhan wajib pajak. Alifa Nur Rohmawati & Ni Ketut Rasmini (2012) variabel kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Anna Pertiwi (2014) variabel kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Muliari & Setiawan (2010) variabel kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Januar Dio Brata, Isna Yuningsih, Agus Iwan Kesuma (2017) variabel kesadaran pajak berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Sanksi Pajak tehadap Kepatuhan Wajib Pajak
      Menurut Mardiasmo (2018) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Persepsi atas sanksi perpajakan adalah interpretasi dan pandangan wajib pajak dengan adanya sanksi perpajakan. 

      Pembayaran atau penyetoran yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu (1) bulan. Dengan adanya sanksi – sanksi tersebut diharapkan adanya kesadaran dari wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak
Sanksi pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak seperti penelitian yang dilakukan oleh: Thia Dwi Utami (2013) variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Alifa Nur Rohmawati & Ni Ketut Rasmini (2012) variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Anna Pertiwi (2014) variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Imam Suryadi & Sunarti (2016) variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan lebih dominan dibandingkan variabel lain. Muliari & Setiawan (2010) variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Januar Dio Brata, Isna Yuningsih, Agus Iwan Kesuma (2017) variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
      Kegiatan penyuluhan pajak memiliki peranan dan andil cukup penting dalam mensosialisasikan pajak ke seluruh wajib pajak. Berbagai media diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara (Winerungan, 2013). Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dan juga wajib pajak orang pribadi dalam rangka meningkatkan jumlah penerimaan Negara.

Melakukan Sosialisasi Kesadaran membayar pajak datangnya dari diri sendiri, maka untuk menumbuhkan kesadaran tersebut diperlukan sosialisasi untuk menanamkan pengetahuan dan pengertian tentang pajak yang bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri. Sosialisasi perpajakan yang terus-menerus akan menambah pengetahuan wajib pajak tenang perpajakan dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak seperti penelitian yang dilakukan oleh: Alifa Nur Rohmawati & Ni Ketut Rasmini (2012) variabel sosialisasi secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Imam Suryadi & Sunarti (2016) variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dewi Kusuma Wardani & Erna Wati (2018) variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Miftahudin Hafiz & Suryadi (2018) variabel sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
                                          Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
D. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis ingin menyelidiki pengaruh kesadaran pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H1 :
Kesadaran Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak       orang pribadi usahawan.
H2 :
Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi usahawan.
H3: 
Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi usahawan.
Kesadaran Pajak (X1)





Sanksi   Pajak (X2)





Sosialisasi Perpajakan (X3)








Kepatuhan Wajib Pajak  (Y)
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